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ali, pemberian pro-
ih bersifat pembe-
tuan langsung dan
1tuan yang diberi-
maratakan tanpa
hatikan seperti apa
aya bantuan yang
kan masyarakat.
danya koordinasi
iihak yang akan
ikan dengan pihak

an menerima pro-

{la lain yang muncul
paya pemberdayaan,
rrangnya kemampu-
keberdayaan masya-
Jam menciptakan
as maupun kapa-
1 secara lebih kritis.
akan masih banyak
ikal yang menga-
salah kemiskinan,
niskinan secara
miskinan ekonomi,
nan pengetahuan
erampilan, ataupun
nan informasi dan
atisasi.
knya pemberdayaan
gkinkan masyara-
1k menyadari akan
<nya. Melatih mereka
ai cara memperoleh
« tersebut sehing-
ka lebih memiliki
puan dalam mengen-
berbagai faktor yang
garuhi kehidupannya
rerdayaan memiliki
membangun manu-
tuhnya, serta diarah-
1gan mengutamakan
spek kehidupan dan
iupannya. Hal terse-
rupakan salah satu
:eberhasflan pem-
1an masyarakat itu
Fungsi pengelolaan
-dayaan diterapkan
utuh dan hasilnya
linikmati oleh selu-
isan masyarakat.
i melalul kriteria

masyarakat dalam struktur
kekuasaan. Untuk sampai
kepada sasaran tersebut,
maka proses pemberdayaan
masyarakat dapat dilaku-
kan melalui tiga tahapan,
meliputi inisial, partisipa-
toris, dan emansipatori.

Inisial diartikan sebagai dari .

pemerintah, oleh pemerin-
tah dan untuk masyarakat,

7 partisipatpris diartikan dari .

pemerintah bersama ma-
syarakat, oleh pemerintah
bersama masyarakat, untuk
masyarakat, sedangkan
emansipatori diartikan dari
masyarakal, oleh masyara-
kat, untuk masyarakat dan
didukung oleh pemerintah
bersama masyarakat.
Kegiatan yang dilakukan
cenderung memperbesar
akses masyarakat dalam
mencapai kondisi sostal,
ekonomi, dan budaya yang
lebih baik apabila diban-
dingkan dengan sebelum
adanya kegiatan pemberda-
yaan. Masyarakat diharap-
kan menjadi lebih mandiri
dengan kualitas kehidupan
dan kesejahteraan yang
lebih batk. Pendekatan pem-
berdayaan masyarakat me-
miliki tiga karakier utama.
yaitu berbasis masyarakat
(community based), berbasis
sumber daya setempat (local
resource based) dan berke-
lanjutan (sustainable).
Pemberdayaan masya-
rakat memandang bahwa
perubahan atau pengem-
bangan dapat dilakukan
dengan sangat baik melalui
mendayagunakan sumber
daya lokal. Pendayagunaan
sumber daya lokal sangat
penting dilakukan untuk
dapat diakses masyara-
kat dalam melaksanakan
kegiatan, baik yang berasal
dari lingkungan maupun

upaya pemberdayaan ma-
syarakat melalui pendaya-
gunaan sumber daya lokal,
di antaranya memberikan
dorongan semangat kepa-
da masyarakat agar dapat
menciptakan perubahan
kondisi lingkungannya,
serta melakukan animasi
sostal dalam mengaktifkan
kekuatan masyarakat untuk
merumuskan rencana kegi-
atan pemberdayaan. Disam-
ping itu, masyarakat dapat
dilibatkan dalam menyusun
rencana kegiatan yang akan
dilakukan. Pada dasarmya
masyarakat memerlukan du-
kungan morel untuk terlibat
dalam pelaksanaan keglatan
yang telah disepakati, baik
setiap aktivitas yang sedang
berlangsung maupun yang
akan dilaksanakan di masa
datang.

Penting untuk diketahui,
melihat perkembangan
masyarakat yang sangat di-
namis dan tingkat kehidup-
an masyarakat yang makin
baik, maka pemerintah
harus mengubah posisi atau
peranan yang selama ini di-
mainkan. Pemerintah periu
meningkatkan kolaborasi
dan kemitraan dengan ma-
syarakat, serta memberi pe-
luang kepada pihak swasta
untuk dapat terlibat dalam
upaya pemberdayaan.

Selain itu, pemerintah da-
pat melakukan peran pada
pelaksanaan, pengawasan.
dan pengambilan keputusan
terkait pendayagunaan sum-
ber daya lokal agar dapat di-
pahami secara menyeluruh,
serta sesuai dengan konsep
pemberdayaan masyarakat.
Mengingat pemberdayaan
masyarakat merupakan
salah satu bagian dalam
peningkatan pembangunan
nasional yang lebih baik. (¥)
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Penegakan Hukum, dan
Antroposentrisme Kita

Dwi Haryadi - Dosen Fakultas Hukum UBB

BANYAK literatur mencatat
bahwa timah sudah dieks-
ploitasi di Bangka Belitung
sejak tiga abad silam. Bah-
kan beberapa bukti menun-
jukkan timah sudah ditemu-
kan sejak zaman purba. Su-
dah jutaan bahkan miliaran
ton timah dikeruk dengan
konsekuensi dampak ling-
kungan yang bisa kita lihat
Pada Juli 2022, Pj Guber-
nur Kepulauan Bangka Beli-
tung dalam Seminar Nasional
Timah Indonesia dan Pengu-
asaan Negara, menyebutkan
bahwa laporan yang diterima
oleh Kementerian ESDM me-
nuliskan total luas lahan kri-
tis yang 123.000 hektare aki-
bat aktivitas tambang ilegal.
Data yang berbeda, Walhi
mencatat sejak 2017 sudah
ada 1 juta luas lahan kritis
dari 1,6 juta hektare luas Ke-
pulauan Bangka Belitung.
Setiap aktivitas tambang
jelas akan berdampak se-
hingga regulasi sesungguh-
nya sudah mengatur ber-
bagai instrumen guna men-
cegah dan meminimalisasi
dampak lingkungan terse-
but. Bag aktivitas tambang
legal alias berizin, upaya me-
mastikan green mining prac-
tice dilaksanakan dengan
maksimal sejak awal izin di-
terbitkan. Jelas di mana lo-
kasinya, diterapkan dengan
teknik pertambangan yang
baik, ada pengawasan dan
pembinaan, serta melaksa-
nakan kewajiban reklamasi.
Kewajiban reklamasi ini
harus dikontrol oleh pihak
yang berwenang dan me-
mastikan sesuai dengan lu-
asan eksploitasinya secara
bertahap. Di samping itu,
pola-pola reklamasi harus
melibatkan warga sekitar
‘dan bersifat berkelanjutan
yang berdampak secara eko-
nomi. Bekas lahan tambang
kini dapat jadi spot wisata,
perkebunan, peternakan,
dan wahana olahraga.
Persoalan kerusakan ling-
kungan akibat tambang tan-
pa izin yang butuh perhatian
serius mengingat aktivitas-

nya di luar kontrol, lokasi
yang berpindah-pindah, bisa
di dalam wilayah tambang
atau di tempat terlarang. Ka-
rena tidak berizin tentu tidak
bisa diharapkan adanya re-
klamasi dan pascatambang.
Dapat dikatakan setiap ak-
tivitas tambang ilegal, mini-
mal melanggar dua aturan.
Menambang tanpa izin jelas
melanggar Undang-Undang
Mineral dan Batu Bara, dan
kegiatan berakibat lahan
kritis melanggar berbagal
regulasi Lingkungan Hidup.
Namun demikian, di tengah
banyaknya isu, pemberitaan,
dan data lahan kritis akibat
tambang, cukup minim ter-
dengar penegakan kerusak-
an lingkungannya.
Berdasarkan penelusuran
di laman direktori putus-
an Pengadilan Negeri Pang-
kalpinang dengan direktori
pidana khusus Kklasifikasi
lingkungan hidup, data pu-
tusan 5 tahun terakhir sejak
2018 sampai dengan 2022
total ada 12 perkara dengan
klasifikasi lingkungan hidup
yang diputus di meja hijau.
Namun demikian, meskipun
masuk kategori lingkungan
hidup, konteks kasusnya
beragam. Dari 12 putusan
tersebut, teridentifikasi tidak
selalu perihal tambang ti-
mah dan lahan kritis sebagal
akibatnya, tetapi sebagian
juga terkait dengan tindak
pidana memiliki, menjual,
memelthara satwa yang di-
lindungi yang dijerat dengan
Undang-Undang Nomor 5 Ta-
hun 1990 tentang Konserva-

si Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya. Memang
dimensi lingkungan hidup
sangat luas, termasuk satwa
pun menjadi bagian penting-
nya.
Di samping kasus satwa,
memang dominan berhu-
bungan dengan aktivitas
pertambangan sehingga
tuntutan jaksa dan vonis
hakim tidak jauh dari Un-
dang-Undang tentang Mi-
neral dan Batu Bara atau
Undang-Undang tentang
Pencegahan dan Pemberan-
tasan Perusakan Hutan. Jadi
meskipun kualifikasi putus-
annya masuk lingkungan hi-
dup, namun Undang-Undang
Minerba yang digunakan,
yakni tentang melakukan pe-
nambangan tanpa izin atau
menampung, pengolahan,
pemurnian, dan penjualan
bukan dari pemegang izin,
dengan penjatuhan sanksi
penjara dan denda.
Menurut penulis, peng-
gunaan Undang-Undang
Minerba hanya menjerat
pelaku dari sisi aktivitas
tambangnya yang tidak ber-
izin. Namun, adanya keru-
sakan lingkungan akibat
aktivitas llegalnya tersebut
dapat dikatakan belum di-
mintal pertanggungjawab-
annya. Terlebih-lebih, san-
ksi yang dijatuhkan dalam
Undang-Undang Minerba
juga tidak ada yang terkait
dengan pemulihan lingkung-
an yang harusnya menjadi
tanggung jawab pelaku. Jika
dilihat dari sanksinya, pen-
jara kisaran di bawah satu
tahun dengan denda yang
antara dua sampai belasan
juta. Jika denda itu diguna-
kan untuk mereklamasi ten-
tu jauh dari cukup.
Kemudian penggunaan
Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pen-
cegahan dan Pemberantas-
an Perusakan Hutan, pasal
yang digunakan di beberapa
putusan adalah Pasal 89 ayat
(1) yakni melakukan keglat-
an penambangan di dalam
kawasan hutan tanpa izin
menteri. Salah satu kasus di

atas ada yang dijerat dengan
pasal ini dan dijatuhi sanksi
pidana 3 tahun penjara dan
denda Rp1,5 miliar.

Apabila dilihat dari besar-
an penjatuhan sanksi di an-
tara kedua regulasi tersebut,
terjadi perbedaan yang signi-
fikan. Meskipun tentu setiap
kasus bisa berbeda dan ma-
jelis hakim sudah punya per-
timbangan sesuai keyakinan
dan alat bukti yang ada. Di
beberapa kasus memang ter-
lihat jaksa dalam tuntutan
menggunakan alternatif, di
mana kedua regulasi terse-
but L
‘Yang perlu kita pahami

bersama, dari sisi formu-

lasi ketentuan pidananya
memang berbeda di antara
keduanya. Undang-Undang
Minerba, formulasi sanksi:
nya menggunakan maksi-
mum khusus, sedangkar

Undang-Undang Pencegahar

dan Pemberantasan Perusak

an Hutan menggunakan mi:

nimum khusus dan maksi-

mum khusus. Artinya dalan
memutus perkara dalam pole
¢ maksimum khusus tidak ter
ikat berapa minimum yanj
akan dijatuhkan, sedangkar
dalam minimum khusus su
dah ditetapkan minimun
yang harus dijatuhkan. Semi
sal dalam ancaman Pasal 8¢

ayat (1) di atas, ancaman mi

nimumnya memang 3 tahu

dan dendanya Rp1,5 miliar.
Lingkungan hidup selah
menjadi korban dalam seti
ap aktivitas tambang, ball
. legal maupun ilegal. Di saa
langkah-langkah prevent
tidak ampuh, dan langkal
penegakan hukum jadi ben
teng terakhir ternyata belun
sepenuhnya berpihak pad
perbaikan apalagi menjag
kelestarian lingkungan. Jik
demikian, benarkah kita me
sih di era antroposentrism

di mana demi kepentinga

manusia dan pembanguna

yang lain dapat diabaikan

Termasuk Bumi di mana kit

akan hidup dan mati. Oran

bijak berkata, kerusaka
alam bukan terjadi pada kit:
tetapi karena kita. (¥)



